5 '*.___'kut ini secara paniang izbar menguraikan masa- 5
N :lah»masaiah tersebut dan mengusufkan perluny

- © o, 30 tahun 3980 tersebut

3 berhaga: mzsalah Saiaﬁ sat
d nmsaiah*tersebut adalah’ suinmya mensniu
. an hukium yang set:mpa} ‘dengan pelanggaran ‘1
- _delplan yang ditakukan. Masalah fainnya timbu
' ‘bila Peraturan Pemerintah ini dikaitkan dengan
. -:gperaturan pemn{iang—unéangan pidana 'da
: ﬁzas-azas hitkum yang berlaku: Karangan beri

peraiuran peiengkaga untuk penyempumaan P P

L PENDAHULUAN

: Peraturan Pemermtah Nomor 30 Tdhun }980 {P i’ Nomor 30 Tahun E980),
1emancr Pemmmn D;sxpim Pegawai Megeri Sxpzi yang d:tetapkan dan mulai berlaku
" tanggal 30 AG ustus 1980 mempunyai makna dan tujuan yang sangat penting dalam

: '__'pembmaan disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengingat bahwa Pegawai Negeri Sipil

mempunyai, anggung Jawab yang besar, ierhadap penyelent’garaan pemer;mahan

- dan’ pembangunm

_ ._Pt,ngeruan diSiphﬂ yang lazamnya bemm pemaatan terhadap tata 1er1;b dalam PP
Nomor 30 Tahun 1980 sebagaamana termaklub dalam pasai 3 dan terutama pasal 3
_ ayat (1) diberikan pengertian yang lebih huas, yaitu sampai menjdngkau perbuatan-

© .- perbuatan yang merupakan suaty tindak plddna

'._Dlsampmg itw P.P, Nomor 30 Tahun 1980 udak meng,umngi Retemuan damm
. _peratun perundangundancan padana apab:la terhaciap Pegawm Neg,cn Sipil yang
; melaisukan peiang Aran dts:pkm dijatuhi hukuman dxszpim oleh pe_]dbai yangberwe-
nang menghukum Ini berarti bahwa kemungkman Pegawai Negeri Sipil yang telah
telah dijatuhi hukeman disiplin masih dapat d;_;aluhz sualy hukuman berdasar peratur-
an perundang-undangan pidana,
“Berdasar kenyataan dalem kprun waktu tujuh tahun pmerapan P P, Nomor 30
Tahun 1980 ini, kem mgkimndzhu}\umnya Pegawal Negen Sipil yang telah melaku-
’ kan pelanggaran dlStphn dengan hukuman dua kah merupakan musalah yang
dalam makalah smgkat ini menjadi' sasaran (obyek) pembn,aman dmmpmg hal-hal
iam jang 'nas:‘a periu dlpeua‘lkan Spbab Pegawa: Negux Szpli 1enepas cnau tidai\




b mt!-umlangjdn ldlﬂﬂ}d _‘ydnv lme tmtwa l!n}:l\dldlll‘l\d dlsdmpm ddanw
o haﬁ\um yang. masih hldup )Jug ;:se iiu mempu oleh f}{,rildildl‘l

"-‘sLbdgdi bl.rlLuL i :
Bdum ST gHIMInG - pcm.mpan P i’ N(}mor 30 Taium 19\(}
. Sumnyd menentukan hokuman disiplin yang setimpal dengan pelanggarp
hn vang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu-dapat diterima oiuil
keadidan; -
. Problema vang timbul bila P.P. Nomor 30 Tahun 1980 dil\dlll\dll dengan pa,_: ur-
Can perundang—undanmn p;dana dan asas-asas hukum yang hldup/ berlaku;
4.'*-Bagaimana ux;ha mmga&m huhag:,tu pmh!um yang umhal

R

B

fm ‘PEMBAHASAN,

Sehagaxmdm dimaklumi P.P. Nomor ?0 Tahun 1980, mer upai\an pcraluran yano
sangat penting dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, didaiamnya mungdndung
keiemuan-hetemuan vang lebih werpering dari pada P.P. Nomor 1 1 Tahun 1952,
1enung Hukumdn Jab&lan (diny iidi\dﬂ éﬁal\ hu‘ldi\u nlch P P, Nomor 30 Tahun
1980).
Pengertian disiplin yang lazim diber: arii scmpu _daiam P.P. Nomor 30 Tahun ]98()
ternyata dalam (lcru&zma) pasal 3 dlbu’li\.dﬂ arti yang lebih Luas, yaitu smhpuu_;ued
. 'pefbu.nan pu‘bul&n dng dapat dlk\whimr SLbaGdi suatd tindak piddm S
'mml kueniuan yang tEi’dzipdl da]am pasdl 3ay at (1) huruf h sa;w 1t.r1(’lu
sebagal ht_r:kut

"Scudp ?Lg;.l\r\dl Nwm Sipil dal.mmﬂ :

menerima hadiah atog sesua pcmhumn berupa apa s dasi siapapun jugs yang Gikelabui
catau patnt dduga bahwa pemberian i bersangkumn alsu. munghin. hu\lm.!\m.m dengan
Jjubawmn alau pekenaan Pegawai Negerd Sipil yang bersangkutun™

keientu&n Lersebut miripdengan kétentuan pasal 418 KUHP, vang juﬂd dlmdsukkan
sebagai salah satu kaidah dalam pasal | ayat (I ) hurufe Undang—unddng Nomor 3
Tahun 1971, tentang Pemburamasan Tindak Pidana Korupsx _ L

Apabila ada seorang Pegawai Negeri Sipil melinggar pasal 3 avat (1) huruf b




éﬂ pdll.ﬂ. dljdluhl hukuman dmphn bual f;clmgdumrm ler-
u_t (4) i’ he Nomoi 30, Tahun 19‘%(} Dcmll\mn puia bila

an oleh, Pcngadlmn ilu ndal\iah rm&m o, Lot
«ontoh ic.rsahut.al\aﬂ dxgmmi\an \Lbag:a: Lmdaxdn daldm munbdhds
wra{_but dim ulxd;.d;mmbah éummn kasus-kasus lain

Ard "__mpmg Apautur Numm PLm.Uai\. Hui\um Ln,mbdgaml,tnlimua
N _'-‘1’mg:aw yang :ada pada setiap Depanlumn/ Non. Departemen ada Menteri
. Negara Penertiban A paratur Negara (MENPAN) dan OPSTIB.
B & Budamr INPRES Nomor 9 Tahun 1977, tentang Opegasi, Tertiby, umntuk ]‘[]Ll’il[]"ixdl-
: A11AAN PENgAWASAT dan pencrtiban dalam tbuh Aparatur Negara dengan
'."tujuan mt,ilgile habis prakiek-prakick pemdmcnmn dalam segala bentuk dan
s | perwugudannya duugask_an Kepada MENPAN untuk mengkoordinir pchksanaan
e _pt,m.ruban sedang KASKOPKAMTIB ditugaskar untuk membantu Depariemen-
- / L_upba_ga Pemeriniah dalam melaksanakan operasional apabila diperlukan.
.. Sejak sberlakunya. P.P.. Nomor 30 Tahun 1980, ternyata bahva Lembaga~

- Lembaga Pengawasan. Departemen/Non Departemen (selanjutnya. disebut Lem-

" baga Pengawasan saja) dalam menerapkan P.P, Nomor 30, Tahun 1980 terhadap
‘Pegawai Negeyi Sipil yang melakukan pelanggaran dmphn helum seragam. -

: Tidak dapat disingkal bahwa belum seragamnya penerapan tersebut menﬂaklbaikan
ada_nyd_l?e"gawd_iN_egeri Sipil:yang dirngikan dan-ada vang diuntungkan.
Disamping itu ada Pimpinan Instanst yang mengangzap bahwa segala sesuatu yang

. terjadi, dilingkungannya adalah menjadi @nggung-jawab dan wewenangnya.
Dengan sikap demikian menganggap bahwa setelah terbadap Pegawai Negeri Sipil
yang melakukan, peianugaran disiplin dijatuhi.hukuman disipiin, tudak ada instansi

‘lain yang mempunyai wewenang melakukan penindakan, Pada pokoknya terdapat

berbagai variasi sikap-sikap Pimpinan Instansi yang umumnya kurang sesuai dengan
tertib hukum yang scharusnya dilaati; schingga MENPAN berusaha untuk menemu-
kan kesatuan bahasa dalam menerapkan P.P. Nomor 30 Tahun 1980 sebagaimana
surat-surat MENPAN tanggal 4 Desember 1981 Nomor: B-1503/1/MENPAN/12/

1981 ,penhal: Tata Cara Penvampaian Lapomn tindak Pidana kepadaaparai penegak
hukum, tanggal Maret 1982 Nomor B-211/1/MENPAN/3/1982, perihal : Penye-
suaian tata-cara penyampaian laporan tindak pidana kepada aparat penegak hukum
dengan KUHAP, setelah.antara lain menerima surat Jaksa Agung Rl tanggal 25
Januari 1982 Nomar K-001/A-5/1 /1982, per:hal lata-cara penyampalan laporan
tindak pidapa. kepada aparat; penegak hukum. .




' '_ttdak bersedxa umuk meiaporkan

E{umnah\a penguahwn dtbxdama hul\llﬂ] dﬂampmg adanyd p;hak yang

: da Aparat pmeoak hukum yang bemenang :
Sememara nu k«,udah seragaman daiam menemukan 1;:1(1‘1!\&11 mana y

‘Nomor 30 Tahin 1980. Namun dalam beberapa kastiscara demikian biS-l memm~
" bulkan: i\epmcangan kupmaangan yang menvmtuﬁ s keadx lan, sebagmma
uraikan berikut ini. - -
o Dalam contoh kasus tersebut (melanggar pasal 3 ayat (1) huruf PP, No’fn'(')'r 30
_Tahun 1980), Pégawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman
3'sebauammna termiaktub datam pasal 6 ayat (4) hm uf ¢ alau huruf d (hukuman
d:s;plm vang tergolong palmg berat), ; -
Tetapibila kemudian oleh Pengadilas yang mengadili perkara Pegawai Negen Slpsl
tersebut memutuskan bahwa yang bersangkutan karena tidak didukung oleh alat
bukti yang cukiip berdasar pasal 67 KUHAP dibebaskan dari tuduhan (vrijspraak),
padahal Pegawai Negeri‘tersebut telah dibérbentikan berdasar pasal 6 ayat (4): ‘hurufe
atau_huruf:d P.P. Nomor 30 Tahun ‘1980; timbul masalah : sampai sejauh’ mana
penjatuhan hukuman disiplin tersebut memenuhi harapan P:P. Nomor 30 Tahin
1980 sendiri {agar hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatarinya dan
sesuai dengan rasa keadilan) apabila‘ternyata oleh Pengadilan Negen yang bers&ng-
kuian dinvatakan tidak terbukii. kesafahamya :
Dalam hubungan ini ada dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyatas
kan, bila Pugawa: Negeri Sipil tersebut ternyata dibebaskan oleh Pengadilan’ Negen
maka yang bersangkutan harus direhabilitic dari penjatuhan hikuman d:suphn
‘Sebaliknya pendapal kedua dengan berpangkal-tolak pada pasal 5 P.P. Nomor 30
Tahun 1980 menyatakan bahwa rehabilitasi tersebut'tidak periu
+Yang jelas, bahwa rasa Keadilan tidak mungkin berwarnd lain, bdtk rasa keadilan
vang diciptakanoleh P.P. Nomor 30 Tihun 1980 atiu yang dilahirkan ofeh putusan
Pengadilan. Bila kenyataan demikian dibiarkan, sehingga Pegawai Negeri tersebut
harus menderita karena putusan Pejabat 'yang Beriwenang Menghukum atas dasar




T. __'_Disampma itu uniuk. menvhmdari hal tersebut atau seudak—tidaknya untuk mempar:

< :wa makan waktu yang relanf Lukup 1ama guna mengembahkan pad
mula bila yang bersangkutan mengajukan Leberatan dan dapat dltenma

kecil banyaknya kebemmn yang munskm dsa_wkan dan adanya alasan yang cukup
° prms;pni karena menyenmh per;kemanumaan apakah udak sebaiknya apabila sebe-
“lum suatu hukuman dxs1plm dxjatuhkan lebih dahulu dtberamhukan hukuman apa
-.vang akan d;benkan kepada yanc bersangkutan besena aiasan-alasannya secara__
"tertulss L P v
: Dalam Lenggang walxtu cukup mzsainva sefama 14 han kepada yang bersangkutan_-ﬁi.

diberikan kesempatan untuk mengaj ukan pembeiaan kepadaatasan yang berwenang ..

. menghukum untuk dlpertambangkan kembah Sebab dalam pemeriksaan yang. o
d;lakukan mungkm terdapat hal-hal yancv t;dak terhhai atan adanva _bemeriksaan G
" yang ndak obyekiif, sehmgga dengan proses tarsebut ‘akan ieblh memamapkan_'_

keputusan yang dikelyarkan.

Dengan sendurinya hal tersebut tidak menguranﬂi hak untuk meagajukan keberazan_:.": o

sebagalm&na diatur dalam pasal 15 ayat (") P P, Nomor 30, Tahun 1980 dan '
selerysnya,. .
“Proses tersebm sebenamya mmp dengan s;stam yang d:gunakan oieh? I’ Nomor 1 1 s
I‘ahun 195" (yang dmyatakan tidak berlaku oleh P.P. Nomor 30 Tahun 1980y tetapi
lebih sederhana sebab tidak dgperlukan adanya suatu panitia yang berkewajiban

memeriksa setiap adanya perlawanan. Jadi i\euntungan dari sistem iersebut 1alah .

pada pokoknya ada dua hal, yaitu :
- a, lebih manusiawi, dan L . o
b membuat Reputusan yanﬁ dxkeiuarkan menjadi lebih mantap, dalam am memper—-
sempit kemungkman terjadinya pengajuan keberatan, - Dengan demikian apabila
_yang bersangkutan setelah memperoieh Reputumn HERgEnat huhuman disiplin
‘apa yang diberikan, selama keputusan: tersebut belum mempunyai. kekuatan

hukum yang pasti (in kracht van gewijsde), tidak suht untuk memutuskan, puriaw e

wanan yang diajukan seanciamya tidak menerima atau mohon peninjauan kem-
bali, sebab alasan-alasan yang diajukan dalam keberatannya adalabh alasan~alasan _
-yang pemah diajukannya setidak-tidaknya tidak jauh dari.-itu. -

Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berpangkdt Penbma Golm;gan rl;a.r;g IV/c. o






enen! ui\a - Huk TR Dmpim yangsetimpal déngan pelanggeran Disipling
nse lmw;:a Hu}\uma n Dasmlm itu dapat diterima oleh rusa-keadilan:

: ])Ll?Lidpdﬂ PP Nomor30 Tahun- l%(} ¢lpdhlld:
AT sc%mmh a udak saja; Lcrda;m ;whuhum hukuman
g samd .,mmm msumn pcmummh yang saiu ‘dengan

Y salu wadah, daldm .ml bahud pcihudhmnv
dandn juus hukumannm  Télapicbiid pubuaian Tingan dibukum,
14 d: nz dld u, pcrbmuan suiang dxhukum duwan hukmmn erdl

'hg te ntu: lsda!\ 'u(.‘aud! dmgan rasa me}'lan T %
nncnlul\an hukum.m dmplm yang smmpd dcng;an pdanwearaﬂ digiplin
xlakukdn yani:sekalighs hukuman’ ftu dapat. d;lcnma oleh . rasa: keadilan, . A
kior puwehabma antaga fain: sdmﬂdl bcn!;\ul Tl

L 5 ddn pcnwaiﬁman dlb;d.mg ijcraélldn
gammnd dimakiumi ‘dalain”P.P Nomor 30 Tahun 1980 ddldm BAB IS
'Mt,ngenan K ewajiban dan Larangan; dalam pasal 2 dan pasal 3° berturut-irat -
terdapat s«,pt.rangkai I\Lwajlmn dan superangkai 1a;angdn Pegawai Negeri Sipil. _
: ;Daldm mtny usun ‘iﬁ;ﬁCJ"%ﬂgix&t ke\xajlbdn dan Jarangan ita diperinci dlam 26 kewajib- ¢ "
an dan 18 Iaranuan Bila mdanams satu atau febih dari 260 kewajiban yang diperinct
mulai. hutaf a'sampai dLnga a hurif z, demikian pula bila mr,ta;aggv satuataulebih
o dar 1y 1amnﬂan yang diperinci muhu hirof 4 sampai denpanhuruf T, dapat dijatubi .
o hiku/man sebagaimana termakiub daiam pasal 6P.P Nomor30 Tahin1980.Apabila
* dalam pasal 6 P.P Nomor 30 Tahun’ 1930 ‘tersebut diadakan pf,mhed'um antara -
hukuman dmp!m mutai dari vang ringan sampai dengan yang beral, dak demikian
halnya dnaan superangkdl l\ewaphm din Tarangan tersebus, Jadi tidak jelas’ mana
kcwaglban yangberatdan yang Tingan, demxkun pula tidak Jclaq mana larangan yang
berat dan yang ringan, sebagaimana sislem yang digunakan dalam KUHP yang
. membedakan:antara kejahatan dan-pelanggaran. ‘Pembedadn demikian-sebaiknya |
diikuti univk:memudahkan dalam memilikkan hukueiman apa vang tepat, dalam arti
yang setimpal dengan perbuaian yang ditakukan. Situasi seperti inlah yang memper-
sulit enentuan. Jrukuman disiplin yang s sesuai dengan bobol pelanggarannya, kargna
nentuan tersebul b anya dlserahkan kepada punenkeax pc,gabal yang berwenang
dengdn Eatar-beiamngn}a yang bcraneka{aoam e
' Waldupun sifatnya lebih sumier, namun tidak dapat d;scsngi\a pmses penjal,uhdn
hukuman disiplin, terhadap Pegawai Negeri Sspll yang felah melanggar disiplin,
hakekamya adalah ”proses peradxkan juga. Hal tersebut jelas apabxia dm,lm tujuan
akhir dari penjatuhan ‘hukKuman disiplin itu adalah ddpd'[ dnenmanya ‘hukuman
disiplin tersebut oleh rsa keadilan. -
Unzuk dapal mem,apal tujuan tersebut dengan 5encimnya dxperlukan adanya pelugas
_ vang ddpat dan mampu berfungsi sebagai “Hakim” dan Penyidik”, sedang fungsi
"Penuntut Umum® tidak tampak menonjol Karena hanya dalam bentuk penyampai-




S .¢32 PR o S B R Hubum dan I’c’mb_c_z:;_

_'-'..-pe_i—_s_'id_aﬂgai].s-.' S L i : )
7 Namundemikian, untvk dapat mengungkap bagaimana perwujudan pert
Cipel ggaralj;_disiplin__y;_l_ng_;ii_ialu;kaﬂ oleh seseorang Pegawai Negeri Sipil terss
0 dan wotivasi vang mendorong dilakukannya perbuaiannya itu, sehingga jelas ke
" “hannya dan unluk-menentukan ringan tidaknya pelanggaran disiplin itu diperiukan -
7 adanya pelugas yang cukup terdidik untuk ity : kebutuhan tersebut-dapat dipenut
- melalui pendidikan hukum, minimal dafam beptuk penataran- peratamn,
SRR ih-lebih untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan ity dapat dikw;

i _$£bagai,'sualp__perb'ua'mn pidana/tindak pidana alau tidak, syarat pengetahug

- pen aman tidak dapat diabaikan, o

AN éﬁrﬁ;ﬁ_oleh_._’-’_Re yidik* kepada "Hakim™ di samping prosesnya berlangsungtan

w22 Terbatasnya wewenang ‘untuk: dapat ‘mengungkap kasus yang terjad :
- . Apabila pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh seseorang Pegawai NegeriSipil. .-
i ferbatgas-dalam lingkungan Pegawai Negeri Sipil saja, baik tempat, wakiv-dan
sasaran pelanggarannya, kiranya tidak merupakan masaiah yang sulit. Tetapikarepa
yang.dimaksud dengan pelanggaran disiplin: adalah setiap ucaban, _-luiisan-'_aigu'. :
perbuatan Pegawai Negeri Sipil, baik yang ditakukan di dalam maupun di tuar }am
kerja; tidak dapat dielakkan bahwa diantara pelanggaran disiplin itu berkaitan erat
* dengan orang lain yang bukan Pegawai Negeri Sipil, i
* Raitan tersebut dapat dalam bentuk perlunya orang luar itu diminta untuk menjadi‘
saksi, ‘baik ia. tersangkut - awu tidak dengan-perbuatan Pegawai Neger Sip'iiz_‘-i_tu._: '
Sungguh pun dalam pasal 10 dan pasal 20 ayat(2) P.P Nomor 30.Tahun 1980 dapat -
digunakan, landasan untuk mendengar orang lain bila diperfukan, namun dengan
berlakunya KUHAP hal ini perludifikirkan pelaksanaannya, baik dalam memanggil
. maupun mengenaj adanya wewenang untuk memeriksa/ mendengar orang Jain iy

karena hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh Penvyidik. . - . oy
. .Dengandemikian menjadi lebih jelas, bahwa tanpa. dapat mengaiasi faktor-fakior
tersebut sulit menentukan hukuman éiisip_iin_ vang setimpal.dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh ‘rasa
keadifan, . . L - : B

3. Problema yang timbulbila P.P Nomor 30.Tahun 1980 dikaitkan dengan Peratur-
" an Perundang-undangan Pidana dan dengan Azas-azas Hukum yang hidup/ber-

* Pasal 5 P.P Nomor 30 Tahun1980) metiyatakan bahiwa dengan tidak mengurangi _

~ Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Neégeri Sipil yang =+
melakukan pelanggaran disiplin dijatubi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwe-
nang menghukom. Dengan demikian berarti : S '
- a. Terhadap seseorang Pegawai negeri Sipil selain dapat dijatuhi hukuman' di-

. siplin dapat. pula dijatubi. hukuman pidana, bila perbuatannya merupakan K
suatu tindak pidama ; R L
b.. Bila perbuatan yang dilakukan oleh, Pegawai Negeri Sipil tersebut bukan
- merupakan suntu tindak pidana, kepadanya hanya dijatuhi hukuman disiplin
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s Dalam praklek masalah yano iampaknya sederhana tersebut dapm ;m:mmbulk'=
o permasalahari yang rumit, apabila dikaitkan dengan kelunuan-ketemuan yang te
. dapat-dalam peraturan perundang-undangan pidana. :
L m hubungan ini timbul pertanyaan: apakah yang bermngkman disesahkan lebih
*dahulu kepada Penyidxk ataukah penyerahan tersebut menunggu setelah i’egawal
N geri Sipil 21sebut dijatihi hukuman disiplin. Sebagaimana telah dijelaskan
.- miuka, hal ‘tersebut kemﬁtaannya belum ‘ada I{eseragaman diantara Lembaga:'
AT _.;Lembaga Pengawasan yang ada; dalam arti ada yang menyerahkan lebih dahiijn -
e ,f-;ikepada Pen}qdak untuk disidik perkaranya dan tindakan penjatuhan huiumah; i
R Slphn menunggu sampal vang bersangkutan diputus perkaranya oleh Pengadﬁan
B anada pula yang memberikan hukuman dmphn lebih dahulu ialu penverah~
/ :' an‘perkaranya kepada penyidik.
/- Sebagaimana dimaklumi bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): -
terdapat ketentuan vang khusus bagi'pejabat, yaitu seperti yang termaktub dalamh
SBABXXVILL tentang Ee¢jahatan yang dilakukan dalam Jabatan; jelasnya ketentuan -
tersébut’ memang khusus diperuntikkan bagi Pegawai Negeri. © * '
Siapa yang dimaksid deéngan Pegawai Negeri sebagaimana dinyatakan dalam pabai -8
92 KUHP, lebih luas daripada Pegawai Negeri Sipil. Pertanvaan yang dapat diajukan
" ‘dalam’ masalah ‘ini ialah, apakah bila seorang Pegawai Negeri yang (elah dijatuhl I
p:dana dalam statusnya sebagai Pepawai Negeri masth perlu dan masih dapat dl;atuhx
- untuk kedva-kalinya dengan hukuman disiplin yang hakekatnya hersangkut-paut :
dengan jabatannya ? Hal ini akanlebih jangggal bila kepada Pegawai Negeri tersebut
telah dijatuhi hukuman dls:plm olehatasannya yang berhak menghukum, lalusekali -+
1ag1 dijatuhi hukuman dalam Peradilan pidana dimana yang bersangkulan juga -
‘diadili dalam statusnva sebagai Pegawai Neger; =~ '
Dnmjau dari segi Keadilan dan hak asasi qeseorane yang harus chhormat; (qesuzn
Cdengan jiwa KUHAP) jelas sekali bahwa penghukuman dua kali werhadap satu
‘perblaan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri (Sipil) seberarnya sulit dapat d:te-
rima.
 Bila ditelaah lebih lanjut, maka akan tampak berbagai hal yang perlu dlpecahkan
misalnya mengenai suatuperkara yang berdasar KUHP hanya dapat dituntul bila ads
pengaduan, misalnya -pelanggaran  terhaddp pasal 284 KUHP yang berdasar P.P
Nomor 30 Tahun 1980 tidak mempermasaiahkan adanya penaaduan alau tidak,
tanpa pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan lalu dijatuhi hukuman P, P-
Nomor: 30 Tahun “1980.: Sebaba bagaimanapun’ terlepas dari’ pihak-pihak yane
“merasa dirugikan perbuatan iti sendiri sudah meriipakan pelanggaran disiplin. -
Dan berbicara mengenai: wewenang untuk 'men'ya:t'akan adanva ‘kesalahan 'sé'—
seorang sehingga terhadap yang bersangkutan dapat dijatﬁh’i suatu hukuman, kiranya
perlu diperbatikan baik sebagai asas hukuman yang hidup (asas praduga fak’ ber~
'salah) maupun sebagai hukum positif sebagaimana vang kemudian diambil oper
dalam KUHAP ; bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah bila telah ada
putusan Pengadilan yang menyatakan Kesalahannya febih dahulu dan telah mempe-
roleh kekuatan hukum yang ‘pasti (i krachi var gewijsde). Aida peranyaan vang
timbul dalam’'masalah ini ialah ; Apakah yang bukan P_engadxian dapat secara syah




Nk dan I ’m/):.'n;{n.'zkm

11\4:1 suu)mn;: sdnnuud I dapat thul\um Pertanyaan ini dapat dijuwab v
_ pendapal bahwa antara penjatuhan hukuman menuratketentuan P, I Nomgr
N a{) Tahun 1980 berbeda lamnu.m dengan penjuiukan hukuman mengru ketentugn
Y an_g herlalxu ddldm proses penindakan seseorang Karena melanggar suatu §\clunlu;1_ _
J _ l'lddﬂédll pidana ; P.p Nomor 30 Tahur 1980 berada datan
;wkup DL’HL{:JI\AH disiplin, sudangka‘n penjatehan hukwman vang didasarkan - -
Pt aturan perundang-undangan pidana berada dalam fLeng- lﬂgl\up."
cmb mﬂmsdn ke lhdldl’l Pendapat tersebut dapat diterima apabila pelanggariyy
I, it tubams pada norma-norma atu kaidah-kaidak ditoar peraturan
wndaﬂt’—undanmn pl(.ldl]d Tewpibila tlernyata bahwa pelanggaran huksam pida
; : atap 3PP Nomof 30 Tahun 1980), maka. Jermasalahan wersebut perh;
/ _dll\ay lebih ]an;ut Dalam mmcrap]\an P.P Nomor 30 Tahun 1980. Pegawai Negeri
- Sipil y m_;_ug_a-m_;s:n ia kiranya perlu pula mendapat puwhormamn hak-hak asasi-
asesuni dengan jiwa dan Ketentuan yang lL{ddpdi dalamm KUHAD, E
. Demikiankzh bahwa, permasalahan lebih kunjut vang dapat dikemukakan mlah
: an,sz; nusilah bagaimana cara pembuktian yang'harus dipenohi untuk Mmenyat-
Kan g:scomng Pegawai Negeri bersalahatau tidak H Halinidikete ngahlcan nu_:nging:_u
P.P. Nomor. 30 Tahun 1980 tidak mMengatusmya. :
Mum_ 1t bahm bempapun pengatuhan hukuman dmp]m dipandang lebih rmuzm
daramdd_punjauﬂmn hukuman dalam Peradilan pidana, karena adanya jenis huk -
man disiplin. yang bert yang akibatnya lebih jelek daripnda pemidaman dalam
E’erad:lan pidam, Lmnm faktor pembuktian ersebut pertu dizdakan pembahasan
agar diperoleh kesituan bahag dalam bertindak. . .
qu!\ahcukup denganadanya keberaran formal sebagaimana dzanu[t}alam Pcmd;-
lan perdat ataukah diperfukan adanya kebemaran materiit seperti daiam Peradilan
pidana kimnya periuditegaskan; yang kesentmnya mengandung permasalaban pula,
sebab bila kebem mn formal vang diperlukan untuk menghukum Pepawai Negern
Sipiliyang dituduh telah melanggar disiplin, Jjelas akan tidak mencerminkan rasa
keadilin, :
Sedangkan bila yang dituntut adalak keberaran materiil akan menjumpai kesulit-
an dalum.mehkukan penyidikan karena melanggar ketentuan dalam KUHAP.
Sebagai iflustmsi dikew ngahkan satu kasus yang secara faktwal bepar terjadi, yang
sulit dijangkau oleh P.P. Nomeor 30 Tahun 1980

Hilangnya sejumlah uang Negara meliputi jutaan rupiah dari peti besi PN
Perhutani Magelang pada ekitar t2hun 1980, menvebabkan selaindua orang karys-
wan pemegang kunci.(yang seomng memegang Kunci bagian har dan scomng lagi
memegang kunci bagian dalam)juga ada tiga omng karyawan lainnya ditahan oleh
Kepolisian setempat sehubungan dengan, hilangnya uang dalam peti besi atupun
menyebabkan rusakny peti besi itu.

Berkas perkaranya sudah slesai, pam tersangka dan bui\as perkaranya kemudian
diSﬁE&?]iulﬂ kepada Kejaksan Negeri Magelang, Sampai disini, apabilz P.P. Nomor
30Tahun 1980 diterapkan,jelas tidak ada alternatif brin selain daripa da menghukum
dia karyawan (terstama pemegang kunci)itudengan hukumanberdasar pasal 6ayat
(#) huruf d karena dianggap melanggar disiplin menjatuhkan mwviabat Pegawai
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m xndm hl..i] mﬂl\.ll [ULH\ L!.m s tu e ldd.m \dﬂ“ \E.ll\cin .ll\:il? lILLll\ ‘u.l
..hilhl%l]}_d iy dengan Kasus hilingnwa wng erschut, _
' Jalmmin. {pemegang kunci dan yang luny dikelurkan oich Kifi.i -XR} _
__ (\anﬂ nenyehitbkisn pegernwt, I]Ll‘»\'lld]nll dan adanw lapomn p‘ldaft'.
I\Ljdlxsm'n Agung hakwa J akst vang bersingkumn menyalah-gunakin keku
Sngdansmeldukan penahanan. erbadap o ngorng lin gl diman akhi) ETR
: .méﬂ. kit dlm\mhm bersilih vieh Pengadilan Negeri Magelang dan diliukum,

-1 B.!l"iin‘l.lln ust b mengatasi problemia vang umbul.

aiMelibat masada b vy dikensuka kion maks kewagiban kincialahberusiba imiuk
“mmmenikivkandanme neard jalan bagaimanz schingga hal-had wrsebut dapatdiatasi,
cosehdak-tdaknw diperkeci] selingga tdak mu“umbul}\m permasadahan yang
semenwlok. ' . . :
saBilsesm-dengan kemya ttan vang .\d.l lulmddp E’Luawu Negeri blpll }dnu 3
melikukan pelinggarin disiphin-vang juga merupakan switu tindak pidana
- seppna mant diajukan ke Pengadian {sebagai seswa tu kcharasiny, maka perly
Cdicipakan kebijakstnaan dan langkah vang sinkron antara penindakan vang
~berupa hukuman disiplin dan pemidanaan. Dilain [ihak bila wrhadzap Pegawas
~JNeger Siplang melangpardssiplin yang perbugnnya juga merapa kan perb e t-
can pidam dibiarkan begite saja dabum ani tidak discmbkan kepada Aparay
Penegak Hukum untuk disidik dan selinjuiny dinjukan ke Pengadilan. 55'}\"-1[3
demihian merupakan hambatin bagi-leeth dan pesegakan hukum yvang justra
perbditingkatkan, :
- Oleh kare i itu ;Juludlczm gdan bagimanm carnya mengaast masalah mrs«,but
dalem wakiu singkat, _
Bentuh vang dapat dikemakakan antia bunadalali dengan membuat peratumn
pelengkap (Keputusan Presiden au bentuk peratamn lain untek memmpuny
pemempumaan PP Nomor 30 Fahun 1980 agar dapat dierapkan dengan
sebaik-baiknys. ' : : '

IV K LSI Mi’{ LAN
Dari umian pembahusin vang singkai ini l\mmn Jdapat diambil bueberapa

calztn nogkas anta ko sebagai beriku

1. Suatm kenwitzan bahwa hingea st ini penempan PP Nomor 30 Tahun 1980
masih perlu diemgamkan dalam mng}\a pencgakan hukum vang selalu Harus
diusthakan. Banyak kasus Pegawai Negeri Sipit vang merupakan tinddk pidana
hanya dijatuhi hukuman disiptin @npa disemhkan perkaranya kepada Aparat
Penegak Hukum yang berweming. Hal tersebug selain tidak mentati hukum yang
berlaky, juza merupakan pelanggaran terhadap Instruksi Presiden ’\Iom{}f 9
Tahun 1977, tenmang OPSTIB (Lampiran lil angka 6) vang menentukan bakwa




Hukum dan Pe.'nba@wza_}f

.. 1ia dalam pe!aixsmaan pcm%awa%an zernyata terdapat buk ti-bukti adan;ya ‘
clanggarmn hokum' pidam, maka harus segera dilaporkan kepada Apamf. |
Pem,g,ak Hukum yamz berwenang, sebagazmana dinyatakan dalam sumt MEN- :

. _memema penentuara huk uman disiplin‘yang selmbang dengdn boboi peiangga-_
o aunya serm sesua: dengan masa keadalan ' ~

: 1sampmc it cialani huoun&an int’ dmdakannya penatarannpermaran ?P_ 4
. _Nomor 30 Tahun 1980, disamping dasar-dasar pengetahuan huimm yang lam
merupakan kebutuhan yang singat penting, &Y

- 3. Kesulitan lainnya yang lebin kompleksialah P.P. Nomor 30 Tahun 1980 dikaii-

- -~_kan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlakudanasas-asas hukum

vang htdup ‘Permasalahanmengenai pembuktian, sampaisejauh mana permeriksa

. dapatsecam syah mengadakan pemeriksaan/interogasi sta tu kasus yang berupa
cwtindak pidana dansimpai sejauh mana pula pejabat yang berwenang menghukum - -

dapai menjalakan seomng (Pegawai Negen Sipil) bersalah. '

4, Melihat berbagai permasalahan yarig dinyatakan dalam nrmian tersebut, harus
o -d:canjaian kelm mya apabila berpijak pada statn ekad untuk menyelenggamkan
“tertib hukum ddn penegakan hukum sebagaimana dituntut dalam suatu Negam
“yang berdasarkan ats hukum. Karena uzmha penerapan P.P. Nomor 30 Tdhun
1980 sebagaxmana yang diharapkan sesvai dengan nakpa dan tyjuannyz perlu
“lebihdisinkronkan dengan peraturan perundang-undangan seria asas-asas hukum
vang mmsib hidup yang justru febih tinggi tingkatanny. '

5. Apabila perlu dapat dicipakan peratumn pelaksanaannya lebih lanjut dalam

- bentuk "Keputusan Presiden™ untuk mengatasi masalah vang masih ada.

V. SARAN
Seyogyanya segem diselenggarakan suaty pembicaraan Khusus untuk mem-
permasalahkan pokok-pokok perscalan sebagaimana dinyatakan ersebut, sehing-

ga perlu difikirkan apakah perlu diadakan langkah-langkah untuk MERYem phr-
nakanP P. NomorBOTahun 1QSOagardapatdltempkandengan sebaik-batknya.

YI. PENUTUP

Kimnya tidak ada pilihan lindalam Negara yang bcrclasar atas hukum selain
darippda slalu mengusihakan adanya tertib dan penckan hukum, karena wertib
dan zegaknva hukum adalah merupakan smtu keadaan. yang dituntut dalam
pembangunan untuk menciptakan twjuan Nasional. Ofeh karena itula ngkahsang
disizankan erebut merupakan kebutuhan untuk menemukanjalan mana ying
sebaiknya chtempuh
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